BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas diketahui bahwa selama
tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata rasio efektivitas
pemungutan retribusi terminal adalah sebesar 68,90% dengan
kriteria kurang efektif dikarenakan rasio efektivitas berkisar antara
60-80%. Hal ini menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir
yakni tahun 2016 hingga tahun 2020 pemerintah (Dinas
Perhubungan) Kabupaten Malaka kurang efektif dalam melakukan
pungutan retribusi terminal. Hal ini terjadi karena masih lemahnya
kualitas sumber daya manusia aparat penagih retribusi terminal
sehingga dalam melakukan penagihan retribusi tidak begitu optimal
serta belum adanya penataan infrastruktur yang baik dalam terminal
untuk menarik investor-investor berupa pelaku usaha kecil sehingga
penerimaan retribusi terminal tidak optimal

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi menunjukan bahwa rata-
rata efisiensi penerimaan retribusi terminal di pemerintah kabupaten
Malaka selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 adalah sebesar
33,07% dengan kriteria kurang efisien. Hasil ini menunjukan bahwa
kinerja pemerintah kabupaten Malaka (instansi terkait) dikatakan
kurang efisien dalam merealisasikan penerimaan retribusi terminal
selama tahun 2016 -2020.Hal ini terjadi karena pemerintah (Dinas
Perhubungan) kabupaten Malaka belum mengali secara optimal
objek-objek penerimaan retribusi terminal dan hanya mengharapkan
penerimaan dari kendaraan angkutan umum (bemo desa) sehingga

penerimaan retribusi terminal di kabupaten Malaka tidak begitu
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5.2.

optimal. Dengan penerimaan retribusi yang tidak optimal ini
menyebabkan pengeluaran untuk membiayai aparatur dalam
melakukan penagihan retribusi pun terbatas sehingga aparatur tidak
optimal dalam melakukan penagihan retribusi terminal serta

kurangnya pengawasan aparatur dalam lapangan.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka terdapat beberapa hal
yang penulis rekomendasikan kepada pengambil kebijakan pada Dinas

Perhubungan di lingkungan pemerintahan kabupaten Malaka antara lain :

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka perlu
menata dan menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung
terminal seperti sarana dan prasarana untuk pelaku usaha sehingga
penerimaan retribusi terminal tidak hanya berasal dari kendaraan
angkutan desa melainkan bisa berasal dari biaya sewa fasilitas-fasilitas
tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi terminal
secara optimal yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas
pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Malaka

2. Pemerintah kabupaten Malaka dalam hal ini instansi terkait (Dinas
Perhubungan Kabupaten Malaka) perlu untuk meningkatkan
penerimaan retribusi terminal sehingga bisa meningkatkan biaya
operasional bagi aparat pemungut retribusi yang pada akhirnya dapat
meningktkan efisiensi pemungutan retribusi terminal di kabupaten
Malaka.
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